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Peneliti pada bagian ini memaparkan terlebih dahulu hasil penelitian orang lain yang ada relevansinya dengan penelitian peneliti, yang selanjutnya disampaikan teori-teori yang berkaitan dengan substansi penelitian ini.

II.1.1. Penelitian menurut Egi Ginanjar (2011)
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kota Banjar rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh factor prosedur kerja yang belum dilaksanakan oleh pimpinan seccara optimal.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan masing-masing variabel serta menguji kedua variabel dengan pendekatan kuantitatif yang selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan teori serta masalah yang ada untuk diambil kesimpulan.
Hasil penelitian secara simultan prosedur kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Banjar sebesar 87,5 %. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa prosedur kerja sangat perlu memdapat perhatian khusus dari kepala dinas Kesehatan Kota Banjar agar kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Banjar berjalan secara benar sehinggar tujuan organisasi tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Hasil penelitian juga menentukan bahwa kinerja pegawai ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur kerja semata, tetapi adaa factor lain atau variabel lain yang juga ikut mengpengaruhi terhadap kinerjaa pegawai tersebut yang dalam metode penelitian disebut juga sebagai epsilon.
Prosedur kerja secara parsial telah mempengaruhi terhadap kinerja pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjar. Adapun factor yang paling besar pengaruhnya adalah membuat daftar secara detail tentang pekerjaan (37,6%), diikutinoleh factor setiap tahap harus merupakan kerja yang nyata (12,7%), factor penyusunan secara cepat (8,1%), memperhatikan segi-segi tujuan, fasilitas, peralatan, matrial, biaya dan waktu ((6,8%), mempersiapkan penjelasan tujuan pokok, skema, klasifikasi, jabatan, analisis jabatan, dan unsur kegiatan (6,2%), menggunakan symbol dan skema (5,6%), menetapkan kecakapan dan keterampilan pegawai (3,6%), prosedur kerja diperlukan buku pedoman (2,7%), menentukan suatu pokok bidang tugas yang akan dibuat (2,3%) sedangkan pengaruh yang kecil adalah terdapat hubungan  yang erat yang keseluruhannya menuju kesatu tujuan (1,9). Hal tersebut tercermin dari hasil penelitian secara empirik yang menggambarkan bahwa variable prosedur kerja walaupun telah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip prosedur kerja serta standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjar, namun secara oprasional belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, sehingga berimplikasi pada kinerja pegawai. Adapun prinsip prosedur kerja yang besar pengaruhnya adalah membuat daftar secara detail tentang pekerjaan (37,6%), sedangkan yang paling kecil adalah prinsip terdapat hubungan erat yang keseluruhannya menuju ke satu tujuan (1,9%)
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa perlu adanya upaya kongkrit dan sistematis oleh kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar dalam melaksanakan konsep-konsep prosedur kerja pegawai yang diarahkan pada peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjar agar tujuan institusi berjalan secara optimal.

II.1.2. Penelitian menurut Teti Sulastri (2011)
Permasalahan dalam penelitian ini adalah kinerja organisasi unit kearsipan dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat yang rendah. Hal ini diduga disebabkan implementasi kebijakan belum dilaksankan secara optimal.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan yang meliputi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, daan struktur birokrasi dan kinerja organisasi yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menerangkan pengaruh antar variable, sekaligus menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur yang dikombinasikan dengan hasil wawancara dan hasil observasi.
Hasil penelitian diperoleh nilai implementasi kebijakan secara semultan terhadap kinerja organisasi unit Kearsipan di lingkungan Kantor Wilayah badan Pertenahan Provinsi Jawa Barat dapat diterima, melalui hasil pengeolahan dat statistik dengan nilai pengaruh sebesar 0,7860 % sedangkan pengaruh epsilon sebesar 0,2140 atau 21,40 % yang turut memberikan pengaruh terhadap kinerja organisasi kearsipan. Adapun pengaruh secara parsial meliputi : Faktor komunikasi sebesar 0,1040 atau 10,40 %, factor sumber daya sebesar 0,4250 atau 42,50 %, factor Disposisi sebesar 0,1870 atau 18,70 % dan struktur birokrasi sebesar 0,0700 atau 0,70 % berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi untuk Kearsipan dilingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat dapat diterima.
Kesimpulannya bahwa implementasi Kebijakan berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Kinerja Organisasi unit Kearsipan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat dapat diterima. Hal ini didasarkan pada hasil uji pengaruh analisis jalur menunjukkan adanya signifikan.















Relevansi Hasil Penelitian Terdahulu Dengan Tesis Peneliti
No	Nama/Judul	Teori Peneliti Terdahulu	Teori yg digunakan Peneliti	Persamaan / Perbedaan
1	EGI GINANJARPengaruh Prosedur Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kota Banjar	Teori Prosedur kerja menggunakan Teori Sedarmayanti (2001:34)Variabel Y Kinerja Pegawai	Teori Prosedur kerja menggunakan Teori Baridwan (2003:3) ; Mulyadi (2008:5) dan Pamoedji (1996:39)Varibel Y Kinerja Organisasi	Perbedaan pada variable bebasSama-sama membahas Prosedur Kerja
2	TETI SULASTRIAnalisis Implementasi Kebijakan Terhadap Kinerja Organisasi Unit Kearsipan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Prov. Jawa Barat	Variabel X yaitu Implementasi Kebijakan	Varibel X Prosedur Kerja	Perbedaan pada variable XSama-sama membahas kinerja organisasiObjek penelitian berbeda

Relevansi penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah dilihat dalam konteks Prosedur Kerja dan Kinerja secara umum sehingga dijadikan refrensi pengembangan keilmuan terhadap penelitian penulis. Akan tetapi bila dikaitkan dengan penelitian penulis dilihat dari kedua variabel penggunaan teori dan lokusnya berbeda. 
II.1.3. Lingkup Administrasi Publik
Perkembangan administrasi publik mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan kehidupan dan perkembangan kemajuan masyarakat yang dibarengi dengan perubahan paradigma berpikir. Kasim (1994:8) menyatakan bahwa :
Perkembangan administrasi publik disuatu negara banyak dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya, dimana keinginan masyarakat tersalur melalui sistem politik, sehingga administrasi public dapat merasakan tantangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang selalu berubah.

Administrasi public (Public Administration) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi Negara, selanjutnya dalam tilusan ini akan disebut administrasi publik, merupakan salah satu tingkatan dari kegiatan pemerintahan. Administrasi publik merupakan salah satu bagain dari ilmu administarsi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara, sehingga administrasi publik itu sudah dikenal dengan keberadaan sistem politik disuatu negara, oleh karena itu Kasim (1994:8) menyatakan :
Adminsitrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula terhadap implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan politik.

Pemahaman diatas, memperlihatkan bahwa administrasi publik berdampak pada tingkat perumusan kebijakan, juga pada implementasi kebijakan karena administrasi publik memiliki tujuan program yang ditentukan oleh para perumus kebijakan Negara. Menurut Dimock dalam Suradinata (1993:33) bahwa :“the administration process is an integral part of political process of the nation” (proses administrasi sebagai proses politik, merupakan bagian dari proses politik suatu bangsa). 
Hal ini bisa dipahami karena berdasarkan perkembangan paradigma adminsitrasi pada dasarnya administrasi publik itu berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Konteks politik, administrasi publik sangat berperan dalam perumusan kebijakan Negara. Hal ini dikemukakan oleh Gordon dan Henry terjemahan Lontoh (1988:33) yang menyebutkan bahwa:
For the Letter of the twentieth century, the public bureaucracy has been the locus of public policy formulation and the major determinant of where this country is going. (Pada abad ke-20 birokrasi publik telah menjadi bagian dari kebijakan publik dan faktor pembeda bagi proses peradaban yang sedang maju).

Administrasi publik telah dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan Negara dan penentu utama kemana Negara itu akan dituju. Pendapat tersebut didukung oleh Gordon dalam Henry terjemahan Lontoh (1988:21-22) yang menyatakan:
Birokrasi pemerintah semakin dituntut untuk menerapkan unsure-unsur efisiensi agar penggunaan sumber daya berlangsung secara optimal di sector publik. Selain itu, dituntut adanya keahlian administrative sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang efisien atau dengan perkataan lain, pejabat dalam administrasi pemerintah dapat ditingkatkan menjadi lebih professional.

Berdasarkan pendapat tersebut, sebaiknya birokrasi pemerintah melakukan tindakan efisiensi dalam penggunaan perangkat lunak maupun perangkat keras dan juga menempatkan orang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Menurut Gordon dalam Henry terjemahan Lontoh (1988:6) menyatakan bahwa :
Administrasi publik tercermin dari definisi dan individu yang bertindak sesuai dengan peranan dan jabatan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislative, eksekutif dan peradialan

Pendapat tersebut secara implesit menganggap bahwa administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik. Terminologi tentang kebijakan publik (Public Policy) itu sendiri menurut Wahab (1997:2) bahwa :
Kebijakan publik menggunkan istilah yang berbeda-beda, karena memang ada yang menggunakan terminology public policy dengan istilah kebijakan publik dan ada pula yang menggunakan istilah kebijaksanaan publik.

Tampaknya para ahli lebih banyak yang menggunakan istilah kebijakan publik. Istilah kebijakan public pengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik  yang bentuknya bias berupa peraturan perundangan dan keputusan-keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitikberatkan kepada fleksibilitas suatu kebijakan. Adanya perbedaan pengertian tersebut sebenanrnya karena muculnya dua konteks istilah yang berbeda, baik dalam konteks Indonesia maupun dalam konteks Inggris, sehingga mengembangkan pengertian dan maksa yang berbeda pemahamannya.
Walaupun mengandung makna yang berbeda antara istilah kebijakan publik dengan kebijaksanaan publik, tetapi hakekat keduanya tersebut terkait dengan hasil rumusan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kenegaraan sebagai hasil rumusan dari berbagai aspirasi yang diambil dari berbagai kelompok kepentingan di dalam masyarakat. Selanjutnya produk keputusan dimaksud dijadikan sebagai produk administrasi publik yang harus dijalankan oleh lembaga-lembaga Negara sebagai kebijakan Negara yang harus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Gordon dalam Kasim (1994:12) menyatakan pemahaman mengenai peran administrasi publik sebagai berikut:
Administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal tersebut telah mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya melau mencakup analisis dan perumusan kebijakan (policy analysis dan formulation), pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan (policy implematation) serta pengawasan melekat dan penilaian hasil kebijakan tersebut (Policy Evalution)
Adminsitarsi publik pada dasarnya tercermin dari tindakan individu sesuai dengan peranan dan jabatan yang diimplementasikan melalui peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga Negara baik legislatif, eksekutif dan peradilan negara yang berlaku pada suatu negara yang mengeluarkan peraturan perundangan tersebut. Selanjutnya Suradinata (1993:34) menyatakan bahwa :

Perkembangan lebih lanjut dari suatu administrasi publik sangat berkaitan erat dengan struktur birokrasi pemerintahan (the government’s bureaucracy structure), yaitu sebagai pengaturan organisasi dan konsep-konsep dalam ilmu polotik. Bahkan sekarang, seiring dengan terjadinya fenomena baru berupa perubahan-perubahan peran birokrasi kearah paradigma baru, memandang birokrasi sebagai organisasi pemerintahan yang tidak lagi semata-mata hanya melakukan tugas-tugas pemenuhan akan barang-barang publik (public goods) tetapi juga melakukan dorongan dan motivator bagi tumbuh kembangnya peran serta masyarakat.
Hakekat administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik untuk dijadikan landasan dalam melakukan danmemberikan pelayanan pada masyarakat sebagai implementasi kebijakan publik. White dalam Handayaningrat (1995:2) menyatakan bahwa:
Public administration consist of all those operations having for their purpose the fullfilmant and enforcement of public policy. (administrasi publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara).
Pemahaman tersebut, tampak bahwa administrasi publik mencakup kegiatan Negara untuk mencapai kebijakan Negara secara keseluruhan. Menurut Atmosudirdjo (1982:9) memberikan devinisi administrasi publik  sebagai “organisasi dan admnistrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan”. Sedangkan Kristadi (1994:3) menyebutkan:
Tujuan kenegaraan sebagaimana dimaksud adalah upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan berbagai barang-barang public (public goods) dan memberikan pelayanan public (public service).

Pendapat tersebut, tampak bahwa tujuan negara diarahkan pada kesejahteraan dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan prima pada masyarakat. Siagian (1994:8) memberikan pengertian administrasi sebagai “keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara”
Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa pendekatan administrasi publik di Indonesia berhubungan dengan peranan birokrasi pemerintah, baik pada tingkatan pusat maupun tingkat daerah. Pengaruh perilaku aparatur dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan public akan mewarnai budaya organisasi birokrasi yang pada gilirannya akan berpengaruh pada tingkat kinerja birokrasi dalam sistem administrasi publik secara keseluruhan. 
Pendekatan administrasi publik sebagaimana diuraikan diatas, sangat berhubungan dengan aparatur pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Hal ini dinyatakan oleh Wahab (1997:41) yang menyebutkan bahwa :
Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat public, termasuk para pegawai senior pemerintah (public bureaucrats) yang tugasnya tidak lain adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan umum (public good).
Pemahaman diatas, tampak bahwa pembuat kebijakan publik itu terdiri dari pejabat publik yang bertugas menjadi pemikir guna memberikan pelayanan umum. Selanjutnya Wahab (1997:48) yang mengutip dari Fisterbuch membagi kebijakan publik ke dalam lima unsur sebagai berikut: 
1.	Keamanan (security)




Penyelenggaraan berbagai kegiatan diatas, pada dasarnya merupakan kegiatan administrasi publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Adanya kesejajaran fungsi antara politik dan administrasi dalam praktek kenegaraan, menjadikan politik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan administrasi telah membantah pendapat yang mendikotomikan antara politik dan administrasi, sebagaimana dinyatakan Goodnow dalam Islamy (1994:3) bahwa:
Pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda (two distinct functions of government), yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik yang ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan atau perumusan pernyataan keinginan Negara (has to do with policies or expressions of the state will), sedangkan fungsi administrasi adalah yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (has to do with the execution of the policies).
Pendapat yang lain tidak sedikit yang menyatakan bahwa pada kenyataannya pakas administrasi menyetujui adanya dikotomi antara politik dan administrasi sebagaimana dikemukakan Godnow. Karena pada dasarnya peranan birokrasi pemerintah bukan saja melaksanakan kebijakan Negara, tetapi juga berperan pula dalam merumuskan kebijakan. Peranan kembar yang dimainkan oleh birokrasi pemerintah tersebut, memberikan gambaran tentang pentingnya administrasi publik dalam proses politik.
Konteks di atas, secara praktis menyatakan bahwa tugas birokrasi Pemerintah Indonesia merupakan sebagian saja fungsi administrasi publik, karena lebih banyak sebagai pelaksana (the execution or implementation) atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan-badan politik melalui mekanisme dan proses politik dalam sistem demokrasi Pancasila yang telah dianut selama kurun waktu setengah abad. Dalam konteks perumusan kebijakan, maka peran administrasi publik sebagaimana dikemukakan Presthus dalam Kristiadi (1994:24) bahwa :
Public administratation involves the implematation of public policy which has been detrmined by representative political bodies. (administrasi publik menyangkut implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik).
Pernyataan Presthus tersebut, mengindikasikan bahwa administrasi bukan sekedar melaksanakan kebijakan negara (public policy) melainkan juga terlibat dalam proses perumusan kebijakan negara dan penentuan tujuan serta cara-cara pencapaian tujuan negara tersebut. Dalam konteks ini, maka administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan badan-badan eksekutif melainkan pula seluruh lembaga-lembaga negara dan gabungan antar lembaga tersebut satu sama lainnya. Dengan demikian, perumusan kebijakan negara (public policy) yang semula merupakan fungsi politik telah menjadi fungsi administrasi publik.
Uraian di atas, menunjukkan bahwa administrasi publik yang dalam tingkat operasional dilakukan oleh birokrasi pemerintah memiliki peran yang lebih besar karena banyak terlibat tidak hanya dalam tingkat implementasi kebijakan (policy implementation), tetapi terlibat pula dalam tingkat perumusan kebijakan (policy formulation) dan evaluasi kebijakan (public policy evaluation).

II.1.4. Lingkup Organisasi Sektor Publik
Di setiap Negara , cakupan organisasi sektor publik sering tidak sama. Tidak ada definisi yang sering komprehensif dan lengkap bisa digunakan untuk sistem pemerintah. Area organisasi sektor publik bahkan berubah-ubah tergantung pada kejadian historis dan suasana politik yang berkembang di suatu Negara. (Mahsun, 2006 : 13) menyatakan :
Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejumlah perusahaan dimana pemerintah mempunyai saham (BUMN dan BUMD), organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi-organisasi massa”.

Organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi yang non profit oriented. Banyak yang menganggap organisasi sektor publik pasti non profit. Angapan ini kurang tepat, karena organisasi sektor publik ada yang bertipe quasi non profit yaitu yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan motif surplus (laba) agar terjadi keberlangsungan organisasi dan memberikan kontribusi pendapatan negara atau daerah misalnya BUMN dan BUMD. Jadi perlu ditegaskan bahwa organisasi sektor publik bukan hanya organisasi sosial, bukan hanya organisasi non profit dan juga bukan hanya organisasi pemerintahan. Organiasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau Pendapatan Negara lain yang diatur dengan hukum.

II.1.5. Lingkup Kinerja
Menurut Rue & Byars (1981:375) yang dikutip oleh Harbani Pasolong (2007:175) kinerja adalah: “sebagai tingkat pencapaian hasil”. Sedangkan menurut Ndraha ((1997:112) mengatakan bahwa kinerja adalah “kualitas prilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan”.
Dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Menurut Widodo (2006:78) yang dikutip oleh Harbani Pasolong (2007:175) mendefinisikan kinerja: “kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan”.
Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan organisasi. Selain itu juga menjadi keunggulan bersaing. Tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang terdapat pada organisasi tersebut. Antara kinerja individu dan kinerja organisasi keduanya saling berkaitan. Bila kinerja individu baik maka kemungkinan besar kinerja organisasi juga baik. 
Etos berasal dari bahasa Yunani (etos) yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau sesesuatu kelompok. Secara terminologis kata etos, mengalami perubahan makna yang meluas. Etos, sebagai bagian dari sistem nilai, dapat dirumuskan sebagai unsure evaluatif dari kebudayaan yang pada gilirannya dijadikan sebagai alat dalam pemilihan. Etos kerja dapat dilihat dari dua segi. Pertama, dimanakah kedudukan kerja dalam hirarki nilai. Dalam hal ini, apakah kerja dianggap sebagai sesuatu yang dilakukan secara “terpaksa”, sebagai pilihan utama, atau bahkan sebagai panggilan suci (ibadah). 
Kedua, apakah di dalam hirarki nilai itu ada perbedaan dasar memilih dari berbagai jenis pekerjaan yang tersedia Saputra (1996 : 1). Etos kerja sebagaimana disebut di atas merupakan bagian dari sistem nilai.
Saputra (1996 : 2) ada lima masalah dasar dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan nilai budaya:

“lima masalah dasar dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan nilai budaya masalah yang berkenaan dengan hakekat hidup, karya, waktu, alam, dan hubungan antar manusia. Ini artinya, wujud kebudayaan suatu masyarakat yang merupakan hasil dari tanggapan aktif terhadap lingkungan dalam arti luas tidak lepas dari pendukungnya di dalam memandang yaitu, hidup, waktu, karya alam, dan hubungan dengan sesamanya”. 

Pandangan inilah yang pada gilirannya mewarnai etos kerja anggota suatu masyarakat. Dengan perkataan lain, tinggi dan rendahnya etos kerja anggota suatu masyarakat bergantung pada bagaimana anggota masyarakat tersebut memandang kelima masalah dasar dalam kehidupan, sehingga ada masyarakat yang dinilai etos kerjanya rendah dan sebaiknya.
Etos adalah sikap yang mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup. Etos kerja sangat terikat dengan irama karakter, kualitas hidup, gaya moral, estetika dan suasana perasaan seseorang (Geertz, 1973).
Dengan demikian, etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak otonom dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Secara imperikal kita mengenal etos kerja yang tinggi dan rendah (Usman Pelly, 1992). Etos atau semangat kerja, merupakan karakteristik pribadi atau kelompok masyarakat, yang dipengaruhi oleh orientasi nilai-nilai budaya mereka. Antara etos kerja dengan nilai budaya masyarakat seakan sulit untuk dipisahkan. Kelak etos kerja ini merupakan pra kondisi sosial untuk menghasilkan partisipasi sosial. Sedangkan kualitas etos kerja atau etos budaya ini ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya yang maju, akan memiliki etos kerja yang tinggi dan etos kerja yang tinggi akan mampu memberikan partisipasi sosial yang tinggi pula terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Partisipasi sosial yang diharapkan sangat berkaitan dengan teknologi yang dipergunakan. Makin tinggi (modern) teknologi yang dipergunakan makin tinggi pula etos kerja yang diperlukan (Usman Pelly, 1992).
Konsep etos dalam arti modern, pertama dikembangkan oleh filsuf Immanual Kant (1724-1804). Filsuf ini menyatakan bahwa etos merupakan “kehendak otonom sebagai ciri khas setiap moral”, dalam kaitan kerja, etos berarti “sikap kehendak yang dituntut terhadap kegiatan tertentu”(Van Magnis, 1979).        
Selanjutnya, Abidin (2004 : 79) menyatakan bahwa:
Etos kerja adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kesadaran yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral. Setiap organisasi yang selalu ingin maju, akan melibatkan anggota untuk meningkatkan mutu kinerjanya, diantaranya setiap organisasi harus memiliki etos kerja.
       
Dari pengertian etos kerja di atas, maka jika seseorang, suatu organisasi atau suatu komunitas menganut paradigma kerja tertentu, percaya padanya secara tulus dan serius, serta berkomitmen pada paradigma kerja tersebut, maka kepercayaan itu akan melahirkan sikap kerja dan perilaku kerja mereka secara khas. Itulah etos kerja mereka, dan itu pula budaya kerja mereka.
Abidin (2004:86) menyatakan bahwa “etos kerja yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok masyarakat, akan menjadi sumber motivasi bagi perbuatannya”. Apabila dikaitkan dengan situasi kehidupan manusia yang sedang membangun, maka etos kerja yang tinggi akan dijadikan sebagai prasyarat yang mutlak, yang harus ditumbuhkan dalam kehidupan itu. Karena hal itu akan membuka pandangan dan sikap kepada manusianya untuk menilai tinggi terhadap kerja keras dan sungguh-sungguh, sehingga dapat mengikis sikap kerja yang asal-asalan, tidak berorientasi terhadap mutu atau kualitas yang semestinya.
II.1.6. Lingkup Prosedur Kerja
Dalam suatu instansi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik bersifat internal maupun eksternal, seperti pembelian barang, penerimaan piutang, pembayaran hutang, kontrak kerja, pencairan dana, dan sebagainya. Untuk melakukan hal tersebut, instansi tidak bisa melakukan sembarangan dan ada sebuah sistem yang lebih sering disebut prosedur dalam menjalaninya, misalnya kegiatan internal perusahaan yang berhubungan langsung dengan karyawan atau pengguna jasa yaitu proses pencairan dana/uang.
Sehubungan dengan kaitannya dengan prosedur pencairan uang yang dibahas, maka pengertian prosedur merupakan hal yang penting. Berikut beberapa pengertian prosedur. Menurut Sedarmayanti (2001:9), menerangkan bahwa pengertian prosedur sebagai berikut:
“Prosedur kerja adalah rangkaian dari tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukan suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu bidang tugas”.

Menurut Mulyadi (2008:5) menerangkan bahwa pengertian prosedur sebagai berikut :

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal (tulis menulis, menggadakan, menghitung, membandingkan antara data sumber dengan data pendukung kedua belah pihak), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Dari kedua teori prosedur diatas, dapat diungkapkan bahwa prosedur merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu pekerjaan, dimana intik diperhatikan mulai dari langkah-langkah suatu pekerjaan sampai kepada hasil dari pekerjaan tersebut. 
Sementara menurut Pamoedji (1996:39)
“prosedur kerja adalah rangkaian dari suatu tata kerja yang berurut, tahap demi tahap serta jelas menunjukkan jalan atau arus (flow) yang harus ditempuh dari mana pekerjaan berasal, kemana diteruskan dan kapan atau dimana selesainya, dalam rangka penyelesaian sesuatu bidang pekerjaan/tugas. Prosedur kerja juga adalah perincian langkah-langkah dari serangkaian fungsi yang diarahkan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Dengan kata lain prosedur kerja dapat diartikan sebagai rincian dinamika mekanisme organisasi”.

Pamoedji (1996:40), mengemukakan bahwa :
“Sistem dan prosedur merupakan bagian integral dari pekerjaan setiap manajer. Ini dimaksudkan bahwa setiap orang mengawasi, membimbing, mengurus kegiatan-kegiatan dari bawahan mempunyai pertanggungjawaban yang sejalan dengan pekerjaannya bagi sistem dan prosedur yang dipergunakannya dengan bawahannya”.

Lebih lanjut Pamoedji (1996:40), mengemukakan:
Hakekat dan luas prosedur tertulis ada bermacam-macam, biasanya terdiri dari hal-hal sebagai berikut:
a.	Tidak ada yang diperlakukan apabila bidang lingkup metode demikian padatnya sehingga sedikit sekali koordinasi yang diperlukan, laporan juru analisa merupakan suatu catatan yang mencakup untuk mengadakan perubahan.
b.	Koordinasi yang meliputi sejumlah unit pekerjaan benar-benar berarti dan bijaksana, serta prosedur antar bagian harus dicatat dan disetujui agar sistem yang baru dapat berjalan.
c.	Serangkaian buku pedoman latihan diperlukan sebagai tambahan pada suatu prosedur umum, agar hal-hal yang penting tidak akan diabaikan apabila sistem yang baru diterapkan.

Dari tiga definisi tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa prosedur kerja adalah suatu urutan kegiatan yang tersusun dan biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam proses pekerjaan yang terjadi berulang-ulang. Dengan demikian prosedur kerja sebaiknya disusun baku agar dapat dilaksanakan secara konsekuen, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan perubahan apabila sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga perubahan didalam rangkaian prosedur kerja tetap diutamakan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan para konsumen
Analisis prosedur kerja.
Menurut Syamsi (1994:18) yang dimaksud analisis prosedur kerja adalah:
“Segenap rangkaian aktivitas menelaah dan menyempurnakan pedoman kerja, tata kerja, rangkaian kerja, tata cara, formulir dan peralatan dari seluruh kerja ketatausahaan yang dilakukan dalam suatu kantor dengan tujuan untuk mencapai efisiensi kerja yang seoptimal mungkin dalam organisasi”.

Prosedur diperoleh dengan merencanakan terlebih dahulu bermacam-macam langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian prosedur kerja dapat dirumuskan sebagai serangkaian langkah pekerjaan yang berhubungan, biasanya dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, yang membentuk suatu cara tertentu dan dianggap baik untuk melakukan suatu keseluruhan tahap yang penting.  Analisis terhadap prosedur kerja akan menghasilkan suatu diagram alur (flow chart) dari aktivitas organisasi dan menentukan hal-hal kritis yang akan mempengaruhi keberhasilan organisasi. Prosedur kerja merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan tujuan organisasi sebab prosedur memberikan beberapa keuntungan antara lain memberikan pengawasan yang lebih baik mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan; mengakibatkan penghematan dalam biaya tetap dan biaya tambahan; dan membuat koordinasi yang lebih baik di antara bagian-bagian yang berlainan. 
Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah Melalui Penerapan Prosedur Kerja.
Meggison yang di kutip Mangkunegara (2005:9), mendefinisikan evaluasi/penilaian kinerja adalah : “Suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya”.
Selanjutnya, Andew E. Sikula yang dikutip Mangkunegara (2000:69) mengemukakan bahwa:
“penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa objek orang ataupun sesuatu (barang)”.

Definisi yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak (2005:105) yang menyatakan evaluasi kinerja adalah penilaian pelaksanaan tugas (performance) seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, evaluasi kinerja dapat dikatakan sebagai suatu sistem dan cara penilaian pencapaian hasil kerja individu pegawai, unit kerja maupun organisasi secara keseluruhan.
Tujuan dari evaluasi kinerja menurut Mangkunegara (2005:10) adalah untuk :
1.	Meningkatkan saling pengertian di antara karyawan tentang persyaratan kinerja
2.	Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu
3.	Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang
4.	Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai potensinya
5.	Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khususnya rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang ingin diubah.
Pelaksanaan Standar Kerja dalam penyelengaraan pemerintahan memiliki multifungsi baik sebagai alat deteksi potensi penyimpangan dari tugas pokok dan fungsi; sebagai alat koreksi atas setiap penyimpangan yang terjadi; sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan kinerja setiap satuan kerja ke tingkat yang lebih efektif, efisien, profesional, transparan dan handal. Kinerja satuan unit kerja yang efisien merupakan syarat mutlak bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya dan merupakan salah satu alat terpenting dalam membawa instansi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya.
Evaluasi kinerja pada instansi pemerintah memiliki kekhususan tersendiri yang membedakannya dengan evaluasi kinerja pada organisasi privat yang berorientasi eksternal (pelayanan) dan dilandasi oleh motif mencari keuntungan. Pada unit-unit kerja instansi pemerintah, standar penilaian kinerja yang sifatnya eksternal atau berhubungan langsung dengan publik umumnya didasarkan pada indikator-indikator responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Sementara standar penilaian kinerja yang sifatnya internal didasarkan pada SOP dan pengendalian program kerja dari instansi yang bersangkutan. Kedua jenis standar ini (eksternal maupun internal) diarahkan untuk menilai sejauhmana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dicapai. Artinya, standar eksternal maupun standar internal pada akhirnya akan bermuara pada penilaian tercapainya masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (results), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) yang dikehendaki dari suatu program.

V.1.7.	Kinerja Organisasi
Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi.
Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.
Menurut Surjadi (2009:7) menyatakan :
“Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya”.

Sedangkan menurut Baban Sobandi (2006:176) 
“Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact . Hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien”
Organisasi pemerintahan menggunakan alat, teori yang digunakan yaitu teori kinerja dari Baban Sobandi dan para ahli lainnya dalam bukunya yang berjudul Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah, berikut adalah indikator kinerja organisasi menurut Baban Sobandi (2006 : 179-181) : 
1.	Keluaran (Output)
2.	Hasil 
3.	Kaitan Usaha dengan Pencapaian 
4.	Informasi Penjelas 

Pertama, keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kelompok keluaran (output) meliputi dua hal. Pertama, kualitas pelayanan yang diberikan, indikator ini mengukur kuantitas fisik pelayanan dan Kedua, kuantitas pelayanan yang diberikan yang memenuhi persyaratan kualitas tertentu. Indikator ini mengukur kuantitas fisik pelayanan yang memenuhi uji kualitas.
Kedua, hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan.segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Maka segala sesuatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada jangka menengah harus dapat memberikan efek langsung dari kegiatan tersebut. Kelompok hasil,mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan, kelompok ini mencakup ukuran persepsi publik tentang hasil. Ukuran keluaran disebut sangat bermanfaat jika disajikan secara komparatif dengan hasil tahun sebelumnya, target, tujuan, atau sasaran, norma, atau standar yang diterima secara umum. Efek sekunder dari pelayanan atas penerimaan atau pengguna bisa teridentifikasi dan layak dilaporkan. Ukuran itu mencakup akibat tidak langsung yang signifikan, dimaksud atau tidak dimaksud, positif atau negatif, yang terjadi akibat pemberian pelayanan yang diberikan. 
Ketiga, kaitan usaha dengan pencapaian adalah ukuran efisiensi yang mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan. Berdasarkan pengertian diatas, maka Mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran di tingkat tertentu dari penggunaan sumber daya, menunjukan efisiensi relatif suatu unit jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, tujuan yang ditetapkan secara internal, norma atau standar yang bisa diterima atau hasil yang bisa dihasilkan setara. 
Indikator yang mengaitkan usaha dengan pencapaian, meliputi dua hal. Pertama, ukuran efisiensi yang mengaitkan usaha dengan keluaran pelayanan, indikator ini mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan  memberi informasi tentang keluaran ditingkat tertentu dari penggunaan sumber daya di lingkungan organisasi. Kedua, ukuran biaya hasil yang menghubungkan usaha dan hasil pelayanan, ukuran ini melaporkan biaya per unit hasil, dan mengaitkan biaya dengan hasil sehingga managemen publik dan masyarakat bisa mengukur nilai pelayanan yang telah diberikan.
Keempat, informasi penjelas adalah suatu informasi yang harus disertakan dalam pelaporan kinerja yang mencakup informasi kuantitatif dan naratif. Membantu pengguna untuk memahami ukuran kinerja yang dilaporkan, menilai kinerja suatu organisasi,  dan mengevaluasi signifikansi faktor yang akan mempengaruhi kinerja yang dilaporkan.
Penilaian Kinerja Organisasi Publik
Organisasi adalah jaringan tata kerjasama kelompok orang-orang secara teratur dan kontinue untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan dan didalamnya terdapat tata cara bekerjasama dan hubungan antara atasan dan bawahan. Organisasi tidak hanya sekedar wadah tetapi juga terdapat pembagian kewenangan, siapa mengatur apa dan kepada siapa harus bertanggung jawab (Gibson; 1996 :6). 
“Organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu pandangan obyektif dan pandangan subyektif. Dari sudut pandang obyektif, organisasi berarti struktur, sedangkan berdasarkan pada pandangan subyektif, organisasi berarti proses”. 
       
Setiap organisasi pada dasarnya telah mengidentifikasi bahwa perencanaan prestasi dan terciptanya suatu prestasi organisasi mempunyai kaitan yang sangat erat dengan prestasi individual para pegawai. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa prestasi kerja organisasi merupakan hasil dari kerjasama antara pegawai yang bersangkutan dengan organisasi dimana pegawai tersebut bekerja. Untuk mencapai prestasi kerja yang diinginkan, maka tujuan yang diinginkan, standar kerja yang dinginkan, sumber daya pendukung, pengarahan, dan dukungan dari manajer lini pegawai yang bersangkutan menjadi sangat vital. Selain itu sisi motivasi menjadi aspek yang terlibat dalam peningkatan prestasi kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Torington dan Hall (1995: 316) yang menyatakan bahwa “Prestasi kerja dilihat sebagai hasil interaksi antara kemampuan individual dan motivasi”.
Mondy & Noe (1990: 382) mendefinisikan penilaian prestasi kerja sebagai: “Suatu sistem yang bersifat formal yang dilakukan secara periodik untuk mereview dan mengevaluasi kinerja pegawai”. Sedangkan Irawan (1997: 188) berpendapat bahwa penilaian prestasi kerja adalah: 
”Suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja pegawai dengan serangkaian tolok ukur tertentu yang obyektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara berkala”. 

Sementara itu Levinson seperti dikutip oleh Marwansyah dan Mukaram (1999: 103) mengatakan bahwa: “Penilaian unjuk kerja adalah uraian sistematik tentang kekuatan/kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang atau sebuah kelompok”. 
Pendapat lain menurut Prawirosentono (1999:2), yang menyatakan bahwa:
“Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.

Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik.
Berbeda dengan organisasi privat, pengukuran kinerja organisasi publik sulit dilakukan karena belum menemukan alat ukur kinerja yang sesuai. Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multidimensional.
Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi privat. Stakeholders dari organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu sama lain. Akibatnya, ukuran kinerja organisasi publik di mata para stakeholders juga berbeda-beda. Para pejabat birokrasi, misalnya, seringkali menempatkan pencapaian target sebagai ukuran kinerja sementara masyarakat pengguna jasa lebih suka menggunakan kualitas pelayanan sebagai ukuran kinerja. Kumorotomo (1996) yang dikutip oleh Harbani Pasolong (2007:180) mengemukakan empat indicator kinerja yang dijadikan pedomen dalam menilai kinerja organisasi publik, yakni :
1.	Efisiensi, yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan public mendapatkan laba, memanfaatkan factor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
2.	Efektivitas, yaitu apakah tujuan yang didirikannya organisasi pelayanan public tersebut tercapai ? hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3.	Keadilan, yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan public. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan dan kepantasan. Kedua mempersoalkan apakah tingkat efektifitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat dipenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui criteria ini.
4.	Daya Tanggap, yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Karena itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini

Menurut Ruky (2001:7) kinerja dalam lingkup organisasi publik adalah:
“hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerjanya. Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Kinerja organisasi tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya”. 

Menurut Ruky (2001:7) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi:
1.	Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut. 
2.	Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.
3.	Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja,  penataan ruangan, dan kebersihan.
4.	Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. 
5.	Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. 
6.	Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi dan lainnya. 

II.2. KERANGKA BERPIKIR
Sebagaimana diketahui dalam beberapa teori tentang definisi Prosedur Kerja dari beberapa ahli, dapat diartikan bahwa prosedur kerja adalah suatu urutan kegiatan yang tersusun dan biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam proses pekerjaan yang terjadi berulang-ulang.
Kerangka berpikir merupakan teori utama yang secara spesifik menggambarkan dua variabel yang dijadikan fokus dalam penelitian. Fokus penelitian ini membahas dua variabel yaitu Prosedur kerja dan variabel Kinerja Organisasi yang masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagaimana pendapat beberapa pandangan para ahli.
Prosedur kerja perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip prosedur kerja yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (1996:87-88), mengatakan bahwa agar manajemen dapat bekerja lebih efisien dan efektif, maka harus mempertimbangkan beberapa hal yang mencakup bidang lingkup prosedur kerja, yaitu sebagai berikut :
1. 	Pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan segala sesuatu :
a.	apakah yang akan dikerjakan; 
b.	apakah hal tersebut dikerjakan;
c.	siapa yang akan mengerjakan; 
d.	bagaimana hal tersebut dikerjakan;
e.	tersedianya sumber-sumber yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
2.	Pertimbangan-pertimbangan sementara pekerjaan berlangsung :
a.	menyelesaikan apa yang dikerjakan, dengan cara yang diharapkan untuk dikerjakan, pada saat yang telah dijadwalkan untuk dikerjakan, menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk maksud tersebut.
3.	Pertimbangan-pertimbangan setelah penilaian segala sesuatu yang telah dikerjakan :
a.	apa yang telah dikerjakan;
b.	betapa baiknya hal tersebut telah dikerjakan;
c.	apakah hal tersebut harus terus dikerjakan;
d.	bagaimana agar apa yang telah dikerjakan itu dapat dikerjakan lebih baik lagi.

Mempertimbangkan sepuluh pendapat tersebut maka akan memudahkan manajemen untuk mengawasi, membimbing atau mengurusi kegiatan-kegiatan bawahannya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai tujuan yang ditetapkan bersama.
Berkenaan dengan karakteristik sistem dan prosedur kerja, Syamsi (1994:17), mengatakan bahwa:
“karakteristik prosedur kerja hendaknya didasarkan pada karakteristik organisasi, dan langkah-langkah yang dilakukan adalah menyangkut perhitungan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, sasaran yang hendak dicapai”.

Dari uraian diatas Prosedur merupakan tahapan dalam tata kerja yang harus dilalui suatu pekerjaan baik mengenai dari mana asalnya dan mau menuju mana, kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan maupun alat apa yang harus digunakan agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan.
Indikakor kinerja digunakan untuk menggambarkan capaian yang diperoleh oleh suatu organisasi publik. Definisi indikator kinerja adalah ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam Mahsun (2006 : 71) menyatakan bahwa :
“Indikator kinerja (performance indicator) mengacu pada penilaian kinerja tidak secara langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kuallitatif”. Sedangkan ukuran kinerja (performance measure) adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.”
                 
Indikator kinerja sangat penting digunakan karena untuk mengetahui apakah suatu  aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Pengunaan indikator kinerja dalam setiap organisasi berbeda-beda satu sama lainnya. 
Dalam suatu organisasi, penilaian kinerja terhadap organisasi merupakan hal yang penting. Hal ini disebabkan antara kinerja dan penilaian kinerja merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, seperti diungkapkan Mustopadjadja (2002 : 12)  menyebutkan bahwa ada beberapa jenis indikator yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi yaitu sebagai berikut :
1.	Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, dapat berupa sumber daya manusia (pegawai). Informasi kebijakan atau peraturan perundangan dan sebagainya.
2.	Indikator proses (procces) adalah segala besaran yang menunjukan upaya atau aktifitas yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran.
3.	Indikator keluaran atau (output) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dipakai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik.
4.	Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah (efek langsung), hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.
5.	Indikator manfaat (benefit) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil, menunjukan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).
6.	Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan, baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau panjang. Ini menunjukan dasar pemikiran dilakukannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional

Kerangka Berpikir merupakan kerangka untuk mengalirkan jalan pikiran yang logis. Untuk mencapai kinerja yang Optimal dari suatu instansi perlu adanya dukungan kinerja yang baik berupa prosedur kerja institusi yang dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Di lain sisi, adanya aturan-aturan yang ada akan memperkecil terjadinya salah prosedur dari komponen-komponen dalam suatu alur proses kerja. Jika Prosedur kerja dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan  kinerja organisasi.










Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah tersebut telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis juga dapat dipahami sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini hipotesisnya adalah :  
1.	Besar Pengaruhnya Prosedur Kerja terhadap Kinerja Organisasi Pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat





 Kerangka Berpikir Pengaruh Prosedur Kerja Terhadap Kinerja Organisasi

1.	 Masukan (input)







2.	Pertimbangan pada saat pekerjaan berangsung;
3.	Penilaian segala sesuatu setelah dikerjakan.

KINERJA ORGANISASI
(Mustopadjadja 2002 : 12)

PROSEDUR KERJA
(Sedarmayanti (1996:87-88))



